
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

Menimbang : a. bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan telah diatur dalam Peraturan Peraturan
Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
Nomor 16 Tahun 2011;

b. bahwa untuk memenuhi prinsip keadilan dalam
pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan
dan perkotaan, sebagaimna dimaksud dalam huruf
a maka perlu ditinjau kembali tarif pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana
diatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan Nomor 16 Tahun 2011;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);



4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten
Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang
Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik  Indonesia  Tahun 2003 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4272);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tat Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor  5161);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
Dibayar Sendiri Oleh Wajb Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  5179);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah  beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

16. Peraturan Memnteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 694);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan
Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran
Daerah  Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun 2011 Nomor 16).



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH HUMBANG HASUNDUTAN

dan
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN     NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Humbang Hasundutan Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
Nomopr 16 Tahun 2011), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai
berikut:
a. untuk NJOP sampai dengan Rp.

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu
persen) per tahun;

b. untuk NJOP diatas  Rp. 1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol
koma dua persen) per tahun.

(2) Dalam hal pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan
dapat menimbulkan  gangguan terhadap
lingkungan, maka dikenakan tambahan tarif
sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif Pajak
Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sehingga menjadi sebagai berikut:
a. untuk NJOP sampai dengan Rp.

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
ditetapkan sebesar 0,15 % (nol koma lima belas
persen) per tahun;

b. untuk NJOP diatas  Rp. 1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3 % (nol
koma tiga persen) per tahun.

(3) Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan
ramah lingkungan dan/atau merupakan bangunan
atau lingkungan cagar budaya, maka dapat
diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh
persen) dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga
menjadi sebagai berikut :





PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

UMUM

Salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah Kabupaten/Kota
sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tersebut, pemungutan Pajak Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan
Daerah. Selanjutnya pada pasal 80 ditentukan bahwa tarif Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3 % (nol
koma tiga persen).

Sebagai dasar pemungutannya, Pemerintah Kabupaten Humbang
Hasundutan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, dimana pasal 6 disebutkan bahwa tarif Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma
dua persen) sama untuk semua objek pajak baik objek pajak yang di bawah
1.000.000.000 (satu miliar) maupun objek pajak yang diatas 1.000.000.000
(satu miliar). Penetapan tarif tunggal tersebut akan mengakibatkan kenaikan
pokok pajak terutang untuk objek pajak dibawah 1.000.000.000 (satu miliar)
naik sebesar 100 (seratus) persen.

Guna menjamin prinsip keadilan dalam pemungutan pajak, perlu
melakukan perubahan atas Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan sehingga penagihan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem
progresif dimana wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar,
dibebankan pajak bumi dan bangunannya lebih besar dan sebaliknya wajib
pajak dengan kemampuan ekonomi kecil dibebankan pajak bumi dan
bangunan lebih kecil.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)

Cukup jelas



Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pemanfaatan objek pajak bumi dan/atau
bangunan dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan
adalah pemanfaatan objek pajak bumi dan/atau bangunan untuk
kepentingan usaha dan dalam pelaksanaannya memanfaatkan
bumi dan/atau bangunan milik pihak lain, yang menganggu
kepentingan pihak lain.

Ayat (3)
- Yang dimaksud dengan pemanfaatan objek pajak bumi

dan/atau bangunan ramah lingkungan adalah pemanfaatan
bumi dan/atau bangunan tersebut menggunakan manajemen
dan teknologi yang berdampak positif terhadap kelestarian
lingkungan hidup.

- Yang dimaksud dengan bangunan atau lingkungan cagar
budaya adalah bangunan atau lingkungan cagar budaya yang
ditetapkan sebagai bangunan atau lingkungan cagar budaya
berdasarkan Keputusan Bupati serta pemanfaatan dan
pengelolaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN
2014 NOMOR 1


